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PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
 

  PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  

 
Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 

180/0002322 tanggal 4 Pebruari 2020 perihal hasil fasilitasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan 
dilanjutkan pembahasan oleh Panitia Khusus dan Fraksi-fraksi 
serta telah disepakati dalam Rapat Paripurna terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang 
Pengelolaan Air Limbah Domestik maka perlu mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 88 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana  telah  
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

Mengingat 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 1950 Nomor 
42); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 215); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2  Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 213;  

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara tanggal 11 Juni 2020. 

MEMUTUSKAN : 

   
KESATU  : Menyetujui terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 
 
 
 
 
 
 



 
 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 Ditetapkan di : Banjarnegara. 

pada tanggal  : 11 Juni  2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.  
-  Bupati Banjarnegara. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


